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 This research was conducted to analyze the root causes of poverty 

with a socio-ecological system approach. The analytical method 

used the Socio-Ecological System analysis based on the Burkhard 

Model and Spidergram Approach. The analysis results showed that 

aquaculture activities in ponds had a high relationship with 

ecological integrity. Aquaculture activities were carried out by 

converting mangroves so that they put pressure on the ecological 

system. The pressure on ecological systems impacted social systems 

due to the magnitude of connectivity. Besides, the pressure on the 

social system was indicated by a decrease in daily income for 

farmers due to reduced catch from wild shrimp, as well as a 

decrease in catch and an increase in fishermen's operational costs 

due to further distance fishing grounds. For the reasons, it was 

necessary to enforce the rules of spatial use that were parallel with 

improving the quality of the ecosystem and the coastal environment, 

as well as fostering recommended technology and community 

empowerment that was expected to help increase the income of 

coastal communities. Furthermore, through the provision of 

adequate educational, health, and religious facilities, thus it could 

improve the community welfare so that they leave out from poverty 

problems. 
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1. PENDAHULUAN 

Permasalahan kemiskinan masyarakat 

semakin komplek dengan perkembangan taraf 

hidup dan pola penghidupan masyarakat, baik yang 

bersifat kemiskinan struktural, supra struktural 

maupun kemiskinan kultural. Pada masa pandemi 

Covid-19 jumlah masyarakat miskin bertambah 

dan tantangan terhadap upaya penanggulangan 

kemiskinan semakin komplek karena penurunan 

kinerja ekonomi, meningkatnya pengangguran, 

keterbatasan aktivitas masyarakat, serta lambatnya 

ekonomi global (Nasution et al., 2020). 

Tingkat kemiskinan masyarakat dipengaruhi 

secara simultan oleh pendapatan per kapita, inflasi, 

tingkat pendidikan dalam IPM (Indeks 

mailto:medinopiana@gmail.com
mailto:mrifqi1975@gmail.com


87 

 

Pembangunan Manusia) dan konsumsi (Pratama, 

2014). Adapun tingkat kemiskinan regional 

dipengaruhi IPM (meliputi: pendapatan per kapita, 

angka harapan hidup, rata-rata bersekolah), 

investasi fisik pemerintah daerah, tingkat 

kesenjangan pendapatan, tingkat partisipasi 

ekonomi dan politik perempuan, populasi 

penduduk tanpa akses terhadap fasilitas kesehatan, 

populasi penduduk tanpa akses terhadap air bersih 

dan krisis ekonomi (Saleh, 2002). 

Konektivitas yang terjadi antara aktivitas 

masyarakat pesisir terhadap sumberdaya pesisir 

akan berjalan harmonis bila dikelola secara terpadu 

(Moberg & Rönnbäck, 2003). Upaya 

penanggulangan kemiskinan yang efektif dapat 

diperoleh dengan menganalisis akar masalah 

penyebab kemiskinan tersebut. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis akar masalah 

kemiskinan masyarakat pesisir dengan pendekatan 

sistem sosial-ekologi. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Masyarakat pesisir sebagian besar adalah 

pembudidaya dan nelayan yang dipandang identik 

dengan masyarakat marjinal dan miskin, namun 

mereka bahagia menjalani kehidupannya 

(Nikijuluw, 2001). Kekakuan aset perikanan (fixity 

and rigidity of fishing assets) adalah alasan utama 

mengapa nelayan tetap tinggal atau bergelut 

dengan kemiskinan dan sepertinya tidak ada upaya 

mereka untuk keluar dari kemiskinan itu (Smith, 

1979), serta menganggap hidup miskin sebagai 

nelayan sudah menjadi jalan hidupnya (Panayotou, 

1982). 

Masyarakat pesisir memiliki akses langsung 

terhadap sumberdaya, secara sosial-ekologi 

masyarakat pesisir memiliki suatu keterkaitan dan 

ketergantungan dengan keberadaan ekosistem/ 

ekologi. Sumberdaya pesisir pada umumnya terdiri 

atas beberapa ekosistem (alamiah dan buatan) yang 

dinamis dan komplek, habitat yang beragam dan 

saling berinteraksi (Dahuri et al., 1996) serta 

pemanfaatannya multi pengguna. Karakter wilayah 

pesisir unik (Clark, 1996) dengan fungsi ekologi 

dan jasa ekosistem yang beragam namun rentan 

(Dahuri et al., 1996), saling terkait secara sosial-

ekologis (Rahman et al., 2020), serta menerima 

beban lebih besar karena muara limbah berbagai 

aktivitas dari lahan atas (Asyiawati & Akliyah, 

2011). Hubungan sosial-ekologis merupakan 

saling ketergantungan fungsional antara perubahan 

sosial dan ekologi (Berkes et al., 2000; Berkes et 

al., 2003; Glaeser & Glaser, 2010), dalam 

kajiannya disebut sebagai socio-ecological system. 

(SES) (Anderies et al., 2004). SES mengacu pada 

kolaborasi antara struktur dan proses sosial dengan 

unit ekosistem (Wahyudin et al., 2018; Munawar 

et al., 2020). 

Perubahan yang terjadi di wilayah pesisir 

sebagian besar akibat aktivitas manusia walaupun 

beberapa diantaranya karena faktor alamiah, hal 

tersebut telah menyebabkan penurunan kualitas 

ekosistem dan lingkungan pesisir (Asyiawati & 

Akliyah, 2011). Kemiskinan wilayah pesisir 

menjadi penyebab dan akibat terjadinya kerusakan 

pada ekosistem pesisir yang dapat berdampak pada 

keseimbangan ekosistem dan masyarakat secara 

luas (Rustiadi, 2001). 

 

3. METODE PENELITIAN 

 

Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada pada tiga kecamatan 

wilayah pesisir Kabupaten Bekasi, meliputi 

Kecamatan Muara Gembong sebanyak 5 desa, 

Kecamatan Tarumajaya sebanyak 4 desa dan 

Kecamatan Babelan sebanyak 1 desa (Gambar 1). 

Penelitian telah dilaksanakan pada Bulan 

September sampai dengan November 2018. 
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Sumber: modifikasi dari https://petatematikindo.files.wordpress.com/2014/08/administrasi-bekasi-a1-1.jpg 

Gambar 1. Peta lokasi penelitian

Pengumpulan Data 

Data sosial dan ekologi wilayah pesisir terdiri atas 

data primer dan sekunder. Data primer diperoleh 

dari wawancara dan pengamatan lapangan, 

sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan, 

hasil penelitian, dan lain-lain. Pada saat survei 

lapangan dilakukan wawancara dengan pelaku 

usaha sebagai teknik untuk menggali permasalahan 

dan aspek-aspek yang dikaji (Sugiyono, 2008). 

Teknik pengambilan sampel non probability 

deskriptif minimal 30 responden (Roscoe, 1975) 

tersebar di lokasi penelitian. 

 

Analisis Data 

Analisis Socio-Ecological System (SES) dengan 

Burkhard Model. Analisis SES dilakukan secara 

deskiriptif kuantitatif yaitu menyajikan data 

kuantitatif dalam diagram dan peta. Pasokan 

barang dan jasa ekosistem secara regional 

ditentukan langsung oleh integritas ekologi yang 

dipengaruhi oleh tindakan dan keputusan yang 

melibatkan manusia (masyarakat) seperti 

perubahan tutupan lahan, penggunaan lahan dan 

kemajuan lain secara teknis (Burkhard et al., 2012). 

Kesejahteraan manusia (ekonomi, sosial dan 

kesejahteraan pribadi) berdasarkan manfaat 

langsung dari penggunaan barang dan jasa dari 

sebuah ekosistem. Penggunaan langsung barang 

dan jasa ekosistem tersebut merupakan bagian dari 

permintaan di dalam rantai penyediaan (supply) 

dan permintaan (demand). Beragamnya 

permintaan menyebabkan dampak pada kehidupan 

manusia (masyarakat) seperti kebijakan, dinamika 

populasi, faktor ekonomi, pemasaran, 

kecenderungan, norma budaya dan tata kelola 

lingkungan. 

 

Analisis Konektivitas SES. Analisis konektivitas 

SES dilakukan dengan metode model Burkhard 

(Burkhard et al., 2012). Model Burkhard 

menggambarkan tentang hubungan sistem sosial 

termasuk infrastruktur terhadap integritas ekologi 

(ecological integrity), jasa pengaturan (regulating 

services), jasa persediaan (provisioning services), 

dan jasa budaya (cultural services). Hubungan 

dinilai dengan skala 0 – 4 dan ditandai dengan 

warna (Muliani et al., 2018), semakin erat 

hubungan tiap parameter maka skala semakin 

besar. Nilai 0 mengindikasikan tidak ada hubungan 

(warna putih), nilai 1 mengindikasikan hubungan 

yang rendah (warna orange), nilai 2 

mengindikasikan hubungan yang sedang (warna 

Kecamatan 
Muara Gembong 

Kecamatan 
Tarumajaya 

Kecamatan 
Babelan 

Area Penelitian  
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kuning), nilai 3 mengindikasikan hubungan yang 

kuat (warna hijau), dan nilai 4 mengindikasikan 

hubungan yang sangat kuat (warna biru). 

Pemberian skala 0 – 4 dan kode warna terhadap 

kekuatan hubungan di antara parameter dibangun 

atas dasar: (1) Indikasi yang terjadi dilapangan, (2) 

hasil wawancara dan diskusi bersama masyarakat, 

(3) kerangka berfikir yang logis (logical 

framework analysis), dan (4) studi literatur. 

Pendekatan Spidergram digunakan untuk 

melihat pola pemanfaatan jasa ekosistem pesisir. 

Pendekatan Spidergram mengelompokkan dan 

menyusun data sesuai hirarki (Wildenberg, 2005). 

Hirarki pertama adalah pemanfaatan jasa 

ekosistem pesisir sebagai sumber pendapatan dan 

konsumsi. Hirarki kedua adalah sumber 

pendapatan dari hasil tangkapan dan kegiatan 

wisata. Hirarki ketiga adalah perlakuan hasil 

tangkapan untuk dijual, umpan dan diolah. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hubungan sistem sosial dan infrastruktur 

dengan jasa ekosistem 

Berdasarkan hasil analisis dengan pendekatan 

Burkhard terhadap hubungan sistem sosial 

(aktivitas masyarakat) dan infrastruktur terhadap 

jasa ekosistem yaitu: integritas ekologi, jasa 

pengaturan, jasa persediaan, serta jasa budaya 

(Tabel 1). Disimpulkan bahwa budidaya tambak 

memiliki hubungan yang tinggi dengan integritas 

ekologi terutama nursery ground, spawning 

ground, dan feeding ground. Hal ini terjadi karena 

aktivitas budidaya tambak sebagian dilakukan 

dengan mengkonversi mangrove (Suwargana, 

2008). Konversi mangrove tersebut memberikan 

tekanan pada sistem ekologi, sehingga  fungsi 

mangrove sebagai daerah asuhan, daerah 

pemijahan, dan  tempat mencari makan bagi biota 

laut menjadi hilang. Dampak langsung terhadap 

sistem sosial adalah penurunan hasil tangkapan 

yang berakibat pada berkurangnya pendapatan 

nelayan (Suwargana, 2008; Asyiawati & Akliyah, 

2011). 

Tekanan di wilayah pesisir Kabupaten Bekasi 

semakin diperparah oleh keberadaan industri, 

pemukiman dan perkotaan yang menghasilkan 

limbah atau polutan di lahan atas dan terakumulasi 

di perairan pesisir. Limbah hasil industri 

menyebabkan terjadinya pencemaran perairan 

yang berdampak terhadap kualitas hidup biota. 

Dampak lebih lanjut dari terjadinya pencemaran 

adalah menurunnya stok ikan di daerah intertidal, 

sehingga fishing ground atau daerah penangkapan 

ikan oleh nelayan menjadi semakin jauh dari garis 

pantai. Nelayan membutuhkan biaya operasional 

yang lebih besar karena jauhnya fishing ground 

dari fishing based dan pada waktu bersamaan hasil 

tangkapan cenderung menurun karena tingginya 

aktivitas penangkapan. 

Selain tekanan pada integritas ekologi, 

penurunan jasa ekosistem seperti jasa persediaan 

dan jasa pengaturan juga terjadi yaitu menurunnya 

fungsi mangrove sebagai penahan abrasi 

(Asyiawati & Akliyah, 2011) dan penangkap 

sedimen (Suwargana, 2008). Hal ini disebabkan 

oleh konversi lahan mangrove diantaranya oleh 

aktivitas penambangan pasir. Interaksi antara 

sistem sosial terhadap sistem ekologi dikenal 

dengan istilah konektivitas sistem sosial ekologi 

(SSE). Empat komponen utama dalam interaksi 

SSE adalah sumberdaya, pengguna sumberdaya, 

infrastruktur, dan penyedia infrastruktur. Tingkat 

interaksi antara sistem sosial dan sistem ekologi 

memberikan gambaran tentang besarnya 

kemampuan adaptasi sistem sosial terhadap sistem 

ekologi atau sebaliknya. 

 

Tabel 1. Matriks hubungan sistem sosial dan infrastruktur dengan jasa ekosistem 
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Jejaring konektivitas sistem sosial ekologi 

Berdasarkan hasil analisis interaksi sistem 

sosial ekologi dengan menggunakan Spidergram 

approach di kawasan pesisir Kabupaten Bekasi 

(Gambar 2). Sumberdaya utama yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir adalah 

sumberdaya air, sumberdaya pertanian, 

sumberdaya ikan, dan ekosistem mangrove. 

Beberapa sistem sosial sebagai pengguna 

sumberdaya adalah petani, nelayan, nelayan 

pengumpul, dan masyarakat umum. Pemanfaatan 

mangrove terbesar adalah sebagai lahan budidaya 

dengan komoditas utama udang dan ikan bandeng, 

dan pemanfaatan lain sebagai kawasan ekowisata. 

Sebagian besar komoditas dijual di tengkulak dan 

sebagian kecil ada yang mengolah sebagai siomai 

atau olahan lain yang meningkatkan nilai ekonomi 

masyarakat. 

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa 

kisaran pendapatan masyarakat yang berprofesi 

sebagai nelayan tangkap adalah Rp 2.000.000-

2.500.000/bulan, sedangkan pendapatan 

masyarakat  yang berprofesi sebagai  petambak 

udang  berkisar Rp 2.000.000-6.000.0000/bulan.  

Pendapatan ini tentu tidak stabil, karena saat efek  

pencemaran polutan  mulai mempengaruhi  ekologi 

perairan  dan kawasan tambak maka hasil 

tangkapan atau budidaya fluktuatif secara 

signifikan. Hal ini sangat berdampak pada 

pendapatan dan kehidupan perekonomian 

masyarakat, sehingga sebagian masyarakat 

tergolong pra sejahtera (Asyiawati & Akliyah, 

2011). 

Upaya pengurangan kemiskinan regional 

dilakukan dengan peningkatan IPM (melalui 

peningkatan pendapatan, serta fasilitas pendidikan 

dan kesehatan), pemerataan pendapatan, serta 

investasi fisik dan peningkatan partisipasi 

perempuan pada sentra kemiskinan (Saleh, 2002). 
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Penampungan 
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Penambangan 
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Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Posyandu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Industri energi 15 3 3 3 0 3 0 3 8 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Industri kertas 15 3 3 3 0 3 0 3 8 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Sistem 
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Lembaga 
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Gambar 2. Jejaring Konektivitas Sistem Sosial Ekologi Pesisir Kabupeten Bekasi  
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Pemanfaatan ekosistem mangrove oleh 

nelayan atau masyarakat pesisir umumnya adalah 

sebagai tambak, fishing ground, dan wisata. Pola 

pemanfaatan ekosistem mangrove tentunya tidak 

terlepas dari apa yang dimanfaatan, dan bagaimana 

cara pemanfaatannya. Hasil wawancara terhadap 

sejumlah tokoh masyarakat menunjukkan bahwa 

nelayan tradisional sangat menggantungkan 

hidupnya pada pemanfaatan ekosistem mangrove 

baik melalui kegiatan wisata, penangkapan ikan, 

maupun budidaya tambak. Tingkat pemanfaatan 

mangrove terbesar adalah sebagai lahan budidaya 

tambak, kegiatan penangkapan, kemudian wisata. 

Alat tangkap yang biasa digunakan masyarakat 

adalah jaring insang untuk menangkap ikan, dan 

jaring udang untuk menangkap udang. Jenis ikan 

yang merupakan hasil budidaya tambak adalah 

ikan bandeng dan jenis udang. Komoditi yang 

menjadi prioritas utama dalam kegiatan budidaya 

adalah udang dan ikan bandeng. Selain 

sumberdaya ikan dan ekosistem, masyarakat 

pesisir juga memiliki konektifitas yang tinggi 

terhadap sumberdaya pertanian. Jumlah 

masyakarat yang bekerja sebagai petani relatif 

sama dengan masyarakat yang bekerja sebagai 

nelayan atau rumah tangga perikanan. Berdasarkan 

hal tersebut, maka pencaharian yang perlu 

dikembangkan sebagai alternatif peningkatan 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat adalah 

budidaya tambak dengan komoditas utama adalah 

udang dan ikan bandeng, pertanian sawah, dan 

pengembangan ekowisata berbasis masyarakat 

yang dikelola oleh kelompok karang taruna dengan 

dukungan penuh dari pemerintah setempat. 

 

5. KESIMPULAN 

 

Hubungan sistem sosial (aktivitas 

masyarakat) dan infrastruktur terhadap jasa 

ekosistem terdiri atas: integritas ekologi, jasa 

pengaturan, jasa persediaan, serta jasa budaya. 

Budidaya ikan/udang di tambak memiliki 

hubungan yang tinggi dengan integritas ekologi 

karena aktivitas budidaya tambak sebagian 

dilakukan dengan mengkonversi mangrove 

sehingga memberikan tekanan pada sistem 

ekologi. Fungsi ekologi mangrove sebagai daerah 

asuhan, daerah pemijahan, dan  tempat mencari 

makan bagi biota laut menjadi hilang. Fenomena 

tersebut diperparah oleh keberadaan industri, 

pemukiman dan perkotaan yang menghasilkan 

limbah atau polutan.  

Tekanan pada sistem ekologi berdampak pada 

sistem sosial karena besarnya konektivitas. 

Tekanan terhadap sistem sosial diindikasikan oleh 

penurunan penerimaan harian pembudidaya karena 

berkurangnya hasil tangkapan dari udang alam. 

Penurunan hasil tangkapan dan meningkatnya 

biaya operasional nelayan karena perubahan 

kualitas ekosistem dan lingkungan pesisir, 

terutama akibat berkurangnya mangrove. 

Penegakan aturan pemanfaatan ruang dan paralel 

dengan itu perbaikan kualitas ekosistem dan 

lingkungan pesisir, serta pembinaan teknologi 

anjuran dan pemberdayaan masyarakat diharapkan 

dapat membantu meningkatkan pendapatan 

masyarakat pesisir. Peningkatkan pendapatan 

masyarakat dan diikuti dengan penyediaan sarana 

prasarana pendidikan, kesehatan dan ibadah yang 

memadai pada akhirnya meningkatkan 

kesejahteraan dan masyarakat keluar dari 

kemiskinan. 
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